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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data empiris mengenai

penerapan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-111/2005 di
SMA Negeri Unggulan se-Kota Padang (SMAN 1 Kota Padang, SMAN 2 Kota
Padang, SMAN 3 Kota Padang, SMAN 4 Kota Padang, dan SMAN 10 Kota

Padang) yang ditinjau dari perspektif Trias Filsafat Hukum Gustav Radbruch,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dari sudut pandang nilai keadilan hukum (Gerechtigkeit), penerapan
kebijakan wajib jilbab di sekolah-sekolah tersebut secara umum telah
mewujudkan keadilan distributif dan proporsional, sebagaimana
ditunjukkan oleh pola diferensiasi perlakuan yang konsisten ditemukan di
seluruh sekolah lokasi penelitian: kewajiban berjilbab dibebankan kepada
siswi Muslim atas dasar norma keagamaan, sementara siswi non-Muslim
dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban tersebut dan hanya tunduk pada
standar kerapian umum. Radbruch menolak kesetaraan yang bersifat
mekanis (formal . equality) apabila . kesetaraan tersebut justru
mengabaikan perbedaan mendasar pada subjek hukum, sehingga
diferensiasi ini dipandang sebagai bentuk keadilan proporsional, bukan
diskriminasi. Temuan ini diperkuat oleh dinamika historis yang muncul
pasca-mencuatnya kasus pemaksaan jilbab di SMK 2 Padang, yang
mendorong sekolah-sekolah lokasi penelitian secara aktif mempertegas
batas kewajiban tersebut agar tidak melebar menjadi pemaksaan
terhadap siswi non-Muslim sebuah bentuk kesadaran preventif yang
justru memperkuat, bukan melemahkan, pemenuhan nilai keadilan.
Penilaian evaluatif yang disampaikan langsung oleh informan siswi, baik
dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, turut mengonfirmasi bahwa
kebijakan diferensiasi ini dirasakan sebagai keadilan substantif, bukan
sekadar klaim sepihak dari pihak sekolah. Meskipun demikian, penelitian

ini juga mencatat adanya titik kritis yang perlu menjadi perhatian ke
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depan, yaitu legitimasi kewajiban berjilbab bagi siswi Muslim yang
umumnya dibangun di atas mekanisme persetujuan tata tertib saat
penerimaan peserta didik baru suatu bentuk konsensus yang, mengingat
relasi kuasa yang timpang antara sekolah dengan calon siswa/wali murid,
tetap perlu dicermati agar tidak berubah menjadi kepatuhan yang bersifat
adhesif semata.

Dari sudut pandang aspek kepastian hukum (Rechtssicherheit), kebijakan
ini memenuhi Kriteria positivisasi norma hukum melalui transformasi
Instruksi Walikota Padang ke dalam dokumen tata tertib internal tertulis
di masing-masing sekolah, yang dapat diakses peserta didik melalui
bagian kesiswaan sejak awal masa penerimaan. Sesuai dengan tuntutan
Radbruch bahwa kepastian hukum menghendaki hukum berwujud dalam
aturan yang jelas, tertulis, dan memiliki daya laku yang pasti, pihak
sekolah tidak menafsirkan Instruksi Walikota tersebut secara kaku,
melainkan menerjemahkannya secara adaptif ke dalam ketentuan
operasional yang mempertimbangkan keberagaman keyakinan peserta
didik. Kejelasan aturan ini terbukti berperan sebagai instrumen
pencegahan kesewenang-wenangan, sebagaimana tercermin dari
penegasan berulang mengenai batas kewajiban tersebut pasca-kasus SMK
2 Padang serta pembatasan eksplisit bahwa keberlakuan aturan hanya
terbatas pada lingkungan sekolah, tidak meluas ke ranah kehidupan
pribadi peserta didik di luar sekolah. Dengan demikian, aturan yang
tertulis, tersosialisasi sejak dini, dan konsisten diterapkan ini memberikan
prediktabilitas bagi peserta didik mengenai hak dan kewajiban mereka,
sekaligus menjadi pedoman objektif bagi guru dalam menegakkan tata
tertib tanpa bergantung pada penilaian subjektif yang berubah-ubah.
Dari dimensi kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit), regulasi ini terbukti
berdaya guna sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social
engineering) yang mendukung pembentukan karakter religius peserta
didik serta pelestarian nilai budaya Minangkabau yang berlandaskan
falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Secara sosiologis, kebijakan ini menciptakan ketertiban visual dan
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keseragaman estetika di lingkungan sekolah, sebagaimana ditegaskan pula
melalui ketentuan standar kerapian yang berlaku merata bagi seluruh
siswi tanpa memandang agama. Kemanfaatan tersebut tetap dijaga dalam
koridor proporsional, sehingga tidak mengorbankan hak-hak kelompok
minoritas: kebermanfaatan sosial dan religius bagi mayoritas peserta
didik Muslim tidak dicapai dengan mengesampingkan kenyamanan
maupun kebebasan berkeyakinan siswi non-Muslim. Keseimbangan inilah
yang menjadikan penerapan kebijakan wajib jilbab di SMA Negeri
Unggulan Kota Padang, berdasarkan temuan penelitian ini, sebagai contoh
implementasi hukum daerah yang meski berangkat dari instruksi yang
bersifat umum dan berpotensi multitafsir pada tataran praktik di lapangan
berhasil menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum Radbruch secara

relatif harmonis..

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti
mengajukan beberapa saran konstruktif:

1. Bagi Pihak Manajemen Sekolah (SMA Negeri):
Disarankan untuk senantiasa mengedepankan edukasi persuasif dan
komunikasi  dialogis dalam sosialisasi tata tertib. Pihak sekolah
hendaknya tidak sekadar menekankan kewajiban formal, melainkan
memberikan pemahaman substantif mengenai alasan dan tujuan tata
tertib berpakaian agar tumbuh kesadaran hukum yang mandiri dari
peserta didik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian pada sekolah-
sekolah negeri non-unggulan atau jenjang pendidikan dasar (SD dan
SMP) di Kota Padang untuk melihat konsistensi penerapan nilai keadi-
lan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara komprehensif pada level

yang berbeda.
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